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Optimalisasi perencanaan, 

perumusan kebijakan 

teknis dan inventarisasi 

data dan informasi SDA

Peningkatan Ruang 

Terbuka Hijau

Peningkatan perlindungan dan 

rehabilitasi/pemulihan Sumber 

Daya Alam 

Peningkatan ketaatan pelaku 

usaha terhadap status baku 

mutu air

Peningkatan ketaatan pelaku 

usaha/kegiatan terhadap status 

baku mutu udara/emisi

Peningkatan kapas i tas  
Laboratorium Lingkungan

Peningkatan 
kapasitas 

Penyuluhan LH

Peningkatan 

pelaksanaan proses 

izin lingkungan

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, rumusan 

kebijakan teknis serta data 

dan informasi SDA yang 

disusun

Luas Ruang Terbuka 

Hijau
Luas tutupan vegetasi Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara

Jumlah Laboratorium 
Lingkungan yang aktif

Jumlah pelaksanaan 
penyuluhan LH

Jumlah pelaksanaan 

proses izin 

lingkungan
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Tersusunnya dokumen 

perencanaan, kebijakan 

teknis serta data dan 

informasi SDA

Terlaksananya penyediaan 

Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Sampah 

Terlaksananya peningkatan  

fasilitas pendaur ulangan 

sampah

Terlaksananya 
Pembinaan 

Kecamatan dengan 
Program Gerakan 

Sumbar Bers ih

Terlaksananya 

Gerakan 3R

Terlaksananya 
Peningkatan 

Pembangunan dan 
Pemel iharaan Taman 

dan Median Ja lan

Terlaksananya peningkatan 

Perlindungan Daerah 

Tangkapan Air dan Sempadan 

Daerah Aliran Sungai

Terlaksananya 
peningkatan 

Peserta Sekolah 
Adiwiyata

Terlaksananya 
peningkatan  
Partis ipas i  

masyarakat da lam 
Kelompok Prokl im

Terlaksananya 

peningkatan Partisipasi 

Pelaku Usaha/Kegiatan 

dalam Program 

Proper/Properda

Terlaksananya 
peningkatan  
Partis ipas i  

Masyarakat da lam 
Program Kalpataru

Terlaksananya peningkatan 

peran serta Masyarakat 

Hukum Adat (MHA)

Terlaksananya Optimalisasi 

Pengawasan dan Pengujian 

Sampel baku mutu air

Terlaksananya peningkatan 

Pengawasan dan Pengujian 

Sampel baku mutu udara

Terlaksananya 
peningkatan kapas i tas  

laboratorium l ingkungan

Terlaksananya Pengawasan 

Pelaksanaan Kebijakan 

Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya tindak 
lanjut terhadap 

Pengaduan 
Masyarakat mengenai 

pelanggaran LH

Terlaksananya 

penyuluhan LH

Terlaksananya 

penerbitan 

rekomendasi Izin 

Lingkungan

Jumlah Dokumen 
RPPLH yang disusun

Jumlah timbulan 
sampah yang dapat 

dikelola  da lam 1 
tahun di  Kab. Padang 

Pariaman

Jumlah Dokumen DED 

yang disusun

Jumlah Kec yang 

mewakili GSB di Tk. 

Provinsi

Jumlah Masyarakat 

yang diberikan 

sosialisasi 3R

Jumlah taman yang 

dibangun di 

perkantoran dan ruang 

publik

Jumlah masyarakat 

peduli lingkungan 

yang dibina

Jumlah Sekolah 
Adiwiyata yang 

aktif pada Tingkat 
SD, SLTP & SLTA

Jumlah kelompok 

masyarakat  yang dibina 

dalam adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim

Jumlah perusahaan 
yang memperoleh 

penghargaan 
Proper

Jumlah masyarakat yang 

diverifikasi, disuport dan 

dibina dalam pengabdian, 

penyelamatan, dan 

pelindungan terhadap 

Lingkungan Hidup

Jumlah masyarakat yang 

mengikuti sosialisasi

Jumlah sampel yang 

diuji air limbah

% pelaku 
usaha/kegiatan yang 
mentaati  ketentuan 

baku mutu udara/emis i

Jumlah pengadaan 
peralatan laboratorium

Jumlah 
usaha/kegiatan 

yang diawasi

Jumlah Pengaduan 

Masyarakat Mengenai 

pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup yang 

ditindaklanjuti

jumlah penyuluhan 
LH yang 

dilaksanakan

Jumlah proses kajian  

dokumen lingkungan

 Jumlah dokumen 

ranperda RPPLH yang 

disusun

Jumlah sarana dan 
prasarana 

pengelolaan 
sampah yang 

tersedia

Jumlah dokumen 
AMDAL yang 
di terbi tkan

Jumlah Bank 
sampah yang 

dibangun

Jumlah tanaman yang 
dis is ip dan diganti  

pada RTH

Luas  kawasan/daerah 
tangkapan a i r  yang 

direhabi l i tas i

Jumlah masyarakat 

(klp/individu) yang 

mendapat penghargaan 

kalpataru

jumlah MHA yang 
teridenti fikas i , 

terveri fikas i  dan 
di tetapkan

Jumlah perusahaan 
yang taat adm dalam 
pengelolaan l imbah 

ca ir

Jumlah perusahaan yang 

taat adm dan teknis emisi 

gas buang sumber tidak 

bergerak

jumlah pera latan 
laboratorium l ingkungan 

yang dipel ihara

Jumlah Masyarakat 
yang mengikuti  

sos ia l i sas i  tata  cara  
pengaduan

Jumlah masyarakat yang 

mengikuti sosialisasi 

kebijakan bidang LH

Jumlah Buku IKPLHD 
yang diterbitkan

Jumlah perda 

pengelolaan 

sampah

Jumlah pabrik 
pengelolaan sampah 

yang dibangun

Jumlah tanaman yang 

disisip dan diganti pada 

taman kehati

panjang tebing sungai 

yang ditanami untuk 

turap hidup

jumlah MHA yang 
dibina

Jumlah Usaha yang diawasi 

sebagai penghasil LB3 dan 

mengurus Izin TPS LB3

Jumlah lokas i  
usaha/kegiatan yang 
diuji  kual i tas  udara  

ambien

Jumlah Petugas  
laboratorium l ingkungan 
yang mengikuti  pelatihan

Jumlah instruktur 
dan penyuluh yang 

diberikan bimtek LH

jumlah DDDTLH 
yang ditetapkan

Jumlah TPA yang 

dibenahi
Sosialisasi Gerakan 3R 

pada Masyarakat

Panjang taman yang 
dipelihara di Median 

Jalan Kabupaten

panjang batu 

bronjong yang 

dibangun

Jumlah Sungai , mata  
a i r, dan panta i  yang 

dipantau

Jumlah perda 
pengelolaan 

laboratorium l ingkungan 
yang di terbi tkan

Jumlah pemetaan 
sos ia l  untuk 

pemul ihan lahan 
akses  terbuka

jumlah perda 
pemungutan retribus i  

pelayanan laboratorium 

l ingkungan yang 
di terbi tkan

Luas  areal  pasca  
tambang yang 
direklamas i
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SASARAN ESELON 

II

SASARAN ESELON 
III

Optimalisasi 
penyediaan 

database 
perumahan

Optimalisasi 
penyediaan 

database 
infrastruktur 

kawasan 
permukiman

optimalisasi 
penyediaan database 

perumahan 
pengembang

Optimal isas i  
penyediaan database 

kawasan kumuh

Peningkatan Rumah 
Tidak Layak Huni  
(RTLH) menjadi  

Rumah Layak Huni

Peningkatan sarana 
sanitas i  perumahan 

dan kawasan 

permukiman

Peningkatan akses  a i r 
bers ih perumahan 

dan kawasan 

permukiman

Peningkatan akses  
ja lan perumahan 

dan kawasan 

permukiman

Peningkatan sarana 
Penerangan Ja lan 

Umum (PJU) kawasan 

permukiman

Peningkatan sarana 
dra inase kawasan 

permukiman

Peningkatan sarana 

taman dan RTH 

kawasan 

permukiman

Peningkatan 
kepemi l ikan rumah 
layak huni  bagi  MBR

Peningkatan fasilitasi 

pembangunan rumah 

bersubsidi bagi MBR oleh 

Pengembang

Optimalisasi pengadaan 

tanah menjadi aset pemda

Optimal isas i  serti fikas i  
tanah pemda

optimalisasi 

pengadministrasian 

pertanahan

Peningkatan 
sosialisasi hukum 

pertanahan

Peningkatan 
fas i l i tas i  

penyelesa ian 

sengketa  tanah

Optimal isas i  
pelaksanaan 

reforma agraria

Jumlah dokumen 
data  base 

perumahan

Jumlah dokumen 

database infrastruktur 

kawasan permukiman

jumlah dokumen 

database perumahan 

pengembang

jumlah dokumen 
database kawasan 

kumuh

jumlah rumah 
layak huni

jumlah rumah 
bersanitasi layak

Jumlah RT pengguna 
air bersih

panjang jalan yang 

dibangun di 

kawasan 

permukiman

Jumlah PJU yang 

dibangun

Jumlah Drainase 

yang dibangun

Jumlah taman dan 

RTH yang dibangun

Rasio Rumah Layak 
Huni

Jumlah pembangunan 
rumah bersubs idi  

bagi  MBR oleh 
Pengembang

luas  tanah yang 
menjadi  aset pemda

luas  tanah pemda yang 
berserti fikat

jumlah dokumen 
adminis tras i  
pertanahan

jumlah sosialisasi 
yang dilaksanakan

% pengaduan 
masyarakat yang 

diselesaikan

Luas lahan yang 
bersertifikat
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IV

Tersusunnya 

database 

perumahan

Tersusunnya 
dokumen database 

infrastruktur 
kawasan 

permukiman

Tersusunnya database 
perumahan 

pengembang

Tersusunnya 

database kawasan 

kumuh

Terlaksananya 

peningkatan RTLH 

menjadi RLH

Terlaksananya 
pembangunan IPAL 

Kumunal

Terlaksananya 
penyediaan jaringan 

a i r bers ih perumahan 
dan kawasan 
permukiman

Terlaksananya 
penyediaan akses 

jalan di perumahan 
dan kawasan 
permukiman

Terlaksananya 
penyediaan PJU 
perumahan dan 

kawasan 
permukiman

Terlaksananya 
penyediaan 
dra inase di  

perumahan dan 
kawasan 

permukiman

Terlaksananya 

penyediaan Taman 

dan RTH di kawasan 

permukiman

Terlaksananya 
penyediaan 
rumah layak 

huni bagi MBR

Terfas i l i tas inya  
pembangunan rumah 
bersubs idi  bagi  MBR 

oleh Pengembang

Terlaksananya 
pengadaan tanah 

menjadi  aset pemda

Terlaksananya serti fikas i  
tanah pemda

terlaksananya 
pengadminis tras ian 

pertanahan

terlaksananya 

sosialisasi hukum 

pertanahan

terfas i l i tas inya  
penyelesa ian 

sengketa  tanah

Terfas i l i tas inya  
pelaksanaan 

reforma agraria

jumlah dokumen 

BNBA

jumlah database Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU) perumahan

jumlah database 
perumahan 

pengembang

Tersedianya review 
dokumen RP3KP

Jumlah rumah yang 

ditingkatkan

Jumlah IPAL kumunal 

yang dibangun

jumlah jaringan 

PAMSIMAS yang 

dibangun

panjang jalan 

lingkung yang 

dibangun

Jumlah ti tik PJU yang 
dibangun

jumlah drainase 
yang dibangun

jumlah taman  yang 

dibangun

Jumlah rumah layak 

huni yang dibangun

jumlah pembangunan 
rumah bersubs idi  

bagi  MBR oleh 
Pengembang yang 

di fas i l i tas i

luas  tanah yang diganti  
rugi

luas  tanah pemda yang 
berserti fikat

jumlah bidang tanah 
yang di fas i l i tas i  

pengadminis tras ian
nya

Jumlah masyarakat 
yang diberi  

penyuluhan hukum 
pertanahan

Jumlah 
kasus/konflik 

pertanahan yang 
diselesaikan

Luas tanah 
masyarakat 

yang 
bersertifikat

Jumlah dokumen 
DED PSU perumahan

jumlah dokumen DED 
kawasan kumuh

luas 
pengurangan 

kawasan 
kumuh

Jumlah MCK Plus-plus 

yang dibangun

Jumlah sambungan 
rumah (SR) yang 

terpasang

jumlah 
pembangunan jalan 

lingkung yang 
difasil itasi

Jumlah 
pembangunan 
dra inase yang 

di fas i l i tas i

Jumlah RTH 
yang dibangun

Jumlah pembangunan 

perumahan MBR yang 

terfasilitasi

jumlah 
sertifikat tanah 

yang 
diredistribusi

jumlah dokumen database 

perumahan dan kawasan 

permukiman kumuh

jumlah 

pembangunan rabat 
beton perumahan 

dan kawasan 
permukiman

Jumlah 

pembangunan 

Perumahan bagi 

MBR yang 

difasilitasi

jumlah pembangunan 

rabat beton 

perumahan dan 

kawasan permukiman 

yang difasilitasi

Jumlah RUSUNAWA 
yang dibangun

Jumlah kegiatan PISEW 

yang difasilitasi

Jumlah 
pembangunan 

RUSUNAWA yang 
difasil itasi

Jumlah Rumah 
Khusus yang 

dibangun

Jumlah RUSUS yang 

difasilitasi

- Legalitas Kepemilikan tanah masyarakat

- % Pengaduan masyarakat yang diselesaikan

Meningkatkan akses  informas i  perumahan dan infrastruktur kawasan 
permukiman

Meningkatkan penanganan kawasan kumuh Meningkatkan Kepemilikan rumah Bagi MBR Meningkatnya penataan tanah sebagai aset pemda meningkatnya pelayanan penyelesa ian masalah tanah

Jumlah dokumen data base perumahan dan infrastruktur kawasan 
permukiman

Luas Kawasan Kumuh Rasio Rumah Layak Huni Luas tanah yang  menjadi aset pemda - % pengaduan masyarakat yang diselesaikan

Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Permukiman
Mengurangi  Jumlah Penduduk Miskin Mela lui  

peningkatan kepemi l ikan rumah bagi  MBR
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penataan dan penyelesaian urusan pertanahan

Luas Kawasan Kumuh Ras io Rumah Layak Huni - Luas Tanah yang menjadi aset pemda

- Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak - Nilai LPPD

TUJUAN RPJMD : Menyediakan Infrastruktur daerah yang berkual i tas
TUJUAN RPJMD : Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat
TUJUAN RPJMD :  Terwujudnya Tata  kelola  Pemerintahan yang bers ih dan  Akuntabel

SASARAN RPJMD :  Meningkatnya kual i tas  infrastruktur Permukiman 
SASARAN RPJMD :  Menurunnya Jumlah 

penduduk miskin 
SASARAN RPJMD:  Mewujudkan tata  kelola  pemerintahan yang akuntabel

- Cakupan RT Pengguna air bersih Angka kemiskinan - Opini Laporan Keuangan

- Luas Kawasan Kumuh - Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

VISI : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Rel igius , Cerdas  dan Sejahtera  VISI : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Rel igius , Cerdas  dan Sejahtera  

MISI 4: Meningkatan Potens i  Daya Sa ing daerah Mela lui  Pengembangan Pariwisata, Transportas i , 
Perdagangan, Penataaan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan 

MISI 5: Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat mela lui  pengentasan kemiskinan

MISI 6:  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik

Optimalisasi Pengelolaan Sampah Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta  Stakeholders  dan masyarakat dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup

Peningkatan Pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan bidang 

Lingkungan hidup

% timbulan sampah dikelola 
Jumlah Stakeholder Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Aktif dalam Penyelamatan Lingkungan 

Hidup
 Persentase ketaatan terhadap izin l ingkungan, 

izin PPLH dan PUU LH

% Timbulan sampah dikelola
Luas Tutupan Vegetasi

Jumlah Stakeholder Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Berperan Akti f da lam Penyelamatan Lingkungan 
Hidup

Indeks Kualitas Air
 Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

Luas RTH Indeks Kualitas Udara

VISI : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera 

MISI 4: Meningkatan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataaan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan 

TUJUAN RPJMD : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

SASARAN RPJMD:  Meningkatnya Kual i tas  Pengelolaan Lingkungan Hidup SASARAN RPJMD:  Meningkatnya Kualitas Pengawasan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

NIP. 19651110 199203 1 014

Indeks Kualitas Air
Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

Indeks Kualitas Udara

Kepala DLHPKPP

Ir. YUNISWAN, M. Si

Terwujudnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup Terwujudnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air

Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHIndeks Kualitas Udara

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Peningkatan Kapas i tas  Sumber Daya Manus ia  Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum 

Lingkungan Hidup








